| SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR FROVINSI DAEEAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA

NOMOR 194 TAHUN 2018
TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : & bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
tentang Dewun Pengupahan serta Peraturan Gubernur Nomaor
29 Tahun 2005 tentang Orpanisasi dan Tata Kerja Dewan
Pengupahan Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta adalah
dalam rangka meningkatkan upah riil pekerja;

b. bahwa peningkatan upah riil yang dituangkan dalam Upah
Minimum Provinsi sebagaimana dimsksud dalam huruf a,
berdasarkan surat Dewan Pengupshan Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta tanggal 24 Oktober 2018 Nomor
I/ Depeprov/X/2018 hal Rekomendasi UMP 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan
Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan
Peningkatan = Kesejahteraan Pekerja, perlu  menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun
2019

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh;

2. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjasn;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015;



Menetaplian :

o

Peraluran  Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2015 lentang
Pengupahan;

6. HKeputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tlentang Dewan
Pengupahan;

7. Reputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP-201/MEN/2001 lenlang Keterwakilan Dalam Kelembagaan
IHubungan Industrial;

8, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2013 wentang Upah Minimuom:

8. Peraturan Menleri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak;

10, Peraturan Daeralh Nomor 6 Tabun 2004 tentang
Betenagakerjnan,

LI Peraturan - Gubernur - Nomor 39 Tahun 2005  tentang
Orgeodsasi dan Tata Kerja Dewan  Pengupahan  Provinsi
Dracrah Khusus Ibukota Jakarta:

12, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 lentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upaly Minimum Provinsi;

MEMUTUSEAN :

FERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI
TATTLUN 20158,

Pa=al 1

Upaly Mindmum Provinsi Tahun 2019 df Provinsi Daerah Ehusus
lbukota Jakarta sebesar Rp3. 941,973 096 (Hga jula sembilan
talus empat pulull ribu sembilan ratus tujub puluh tiga rupiah
nol sembilan pulub enam sen) per bulan.

Pasal 2

(1] Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah
Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

{2} Sctinp pengusaha vang melanggar Keterluan sebapgaimana
dimaksud pada avat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan
Ketenluan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perusahaan  yang tdak mampu melaksanakan  ketentuan
sebogmimana  dimaksud  dalam  Pasal 1, dapal mengajukan
penanggithan  pelaksanaan  Upah  Minimum  Provinsi  secara
tertulis kepada Gubernur melahi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsl Daerah Ehusus Tbukota Jakaria paling
lambat 10 (sepulul) hari sehehun  diberlakukan, dengan
persvaratan dan teknls sebagaimana diatur dalam Peraturan
Gubermur Nomor 42 Tahun 2007 tentang “T'ata Cara Penangguhan
Felaksanaan Upah Minimum Provinsi. '



Pazal 4

Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019
dan berlaku bagi pekerja yang mempunyal masa kerja kurang
dari 1 {saty) tahun,

Pasal 5

Upah Minimum Sektoral Provinsi yang belum ditetapkan dapat
diusulkan dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan
Asosiasi Perusshaan dengan Serikat Pekerja/Serikal Buruh
terkait pada sektor vang bersangkutan,

Pasal &

{1} Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
meningkatkan kesejahteraan pekerja denpan memberikan
kebijakan berupa :

a. bantuan layanan lransportasi gratis;
b. penyediaan pangan dengan hargs murah; dan
¢, biaya personal pendidikan.

(2) Kelentuan lebih  lanjut mengenal tata cara  pemberian
kebijakan sebagaimana dimaksud pada avat (1) didtur dalam
Peraturan Gubernur.

Pagal 7

Poraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oklober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA,
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2078 NOMOR 21039
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